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Pemerintah Wajib Menindaklanjuti
Hasil Pemerlks&an
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Laporan Pemeriksaan
yang diserahkan dalam ke-
giatan ini antara lain adalah
laporan pemeriksaan atas
Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Provinsi Sulawe-
si Tengah, laporan pemer-
iksaan atas Belanja Daerah
Kabupaten Buol, Dongga-
la, Parigi Moutong, dan Kota
Palu, Japoran pemeriksaan
atas Belanja Hibah dan Ban-
tuan Sosial Kabupaten Bang-
gai, serta, laporan pemer-
iksaan kinerja atas Upaya
Pemerintah Daerah dalam
Penyediaan Akses Air Ber-
sihBerbasisMasyarakatyang
LayakdanBerkelanjutanT.A.
201 dan Semester I T.A. 2015

Kabupaten Toli-tolidan Mo-
rowali.

Kepala BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Tengah
mengatakan bahwa pemer-
iksaan ini bertujuan untuk
menilai Sistem Pengendal-
ian Intern (SPI) atas penge-
lolaan PAD yang telah diran-
cang dan dilaksanakan se-
cara memadai. “Berdasar-
kan hasil pemeriksaan ini,
BPK Provinsi Sulawesi Ten-
gah menyimpulkan bahwa
SPI atas pengelolaan PAD
yang telah dirancang dan
dilaksanakan secara me-
madai. PAD yang menjadi
hak pemerintah daerah be-
lum seluruhnya diterima te-
pat waktu dan tepat jumlah,
dan pengelolaannya belum
sepenuhnya sesuai dengan
peraturan yang berlaku,”

katanya.
Kelemahan-kelemah-
an signifikan dalam pen-
gelolaan PAD yang per-
Iu mendapatkan perhatian
dan segera ditindaklanjuti
antara lain adalah Peneta-
pan Pajak Kendaraan Ber-
motor (PKB) dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermo-
tor (BBNKB) tidak seluruh-
nyasesuaidengan tarifyang
berlaku, Pembayaran Pa-
jak Bahan Bakar Kendara-
an Bermotor belum didu-
kung oleh data yang aku-
rat dan terdapat potensi
kurang bayar, serta kurang-
nya penerimaan Pajak Air
Permukaan atas pengam-
bilan dan pemanfaatan air
oleh PDAM dan PLTM.
Berdasarkan UU No. 15
Tahun 2014 Pasal 20 ten-

tang Pemenksaan Penge-
lolaan dan Tanggung Jaw-
ab Keuangan Negara, para
gubernur/bupati/wali kota
wajib menindaklanjuti hasil
pemeriksaan BPK, danwajib
pula memberikan penjelas-
an kepda BPK tentang tin-
dak lanjut atas rekomenda-
si yang diberikan. Jawaban
atas penjelasan tersebut se-
lambat-lambatnya 60 hari
setelah LHP diterima ses-
uaidenganberitaacarayang
telah dibuat, yang dapatdia-
wasi dan dimonitbring oleh
DPRD.

Dikatakan juga bahwa
manfaat hasil pemeriksaan
BPK bukan terletak pada
jumlah danbesarantemuan-
nya, melainkan pada efek-
tivitas penyelesaian tindak
lanjut hasilnya.(sya/*)
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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)




